BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat

—

KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2012;

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaiman telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2010 Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 6);



41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar
Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran
2012 semula berjumlah Rpl.238.886.914.126,00 bertambah  sejumlah
Rp33.970.450.315,00 sehingga menjadi Rpl1.272.857.364.441,00 dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 1.238.886.914.126,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 33.970.450.315,00
Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp 1.272.857.364.441,00
b. Belanja Daerah
1. Semula Rp 1.361.296.039.458,00
2. Bertambah/(Berkurang) Rp 39.832.040.071,00
Jumlah Belanja
setelah Perubahan Rp 1.401.128.079.529,00
Surplus / (Defisit) Rp (128.270.715.088,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Daerah

a) Semula Rp 136.211.125.332,00
b) Bertambah/(Berkurang) Rp 27.778.324.170,00
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan Rp 163.989.449.502,00
2. Pengeluaran Daerah
a) Semula Rp 13.802.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang) Rp 21.566.734.414,00
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan Rp 35.368.734.414,00
Jumlah Pembiayaan
netto setelah Perubahan Rp 128.620.715.088,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan
Rp350.000.000,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 95.290.104.531,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.774.376.190,00
Jumlah pendapatan asli

daerah setelah perubahan Rp. 107.064.480.721,00
b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 968.151.731.285,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.904.851.298,00
Jumlah dana perimbangan

setelah perubahan Rp. 970.056.582.583,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. 175.445.078.310,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.291.222.827,00
Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah setelah perubahan Rp. 195.736.301.137,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Hasil Pajak Daerah
1. Semula Rp. 29.883.357.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.500.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah

perubahan Rp. 33.383.357.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah
1. Semula Rp 23.706.263.810,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.792.308.440,00
Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 27.498.572.250,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 8.250.256.721,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah

perubahan Rp. 8.250.256.721,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp. 33.450.227.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.482.067.750,00
Jumlah lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah setelah
perubahan Rp. 37.932.294.750,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula Rp. 47.823.947.285,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.904.851.298,00
Jumlah dana bagi hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak setelah

perubahan Rp. 49.728.798.583,00
b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 816.732.604.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan Rp. 816.732.604.000,00



c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 103.595.180.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus
setelah perubahan Rp. 103.595.180.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
1. Semula Rp. 34.413.934.310,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 18.880.130.827,00
Jumlah dana bagi hasil pajak

setelah perubahan Rp. 53.294.065.137,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 117.993.294.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 616.572.000,00

Jumlah dana penyesuaian
dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 118.609.866.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 23.037.850.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 794.520.000,00

Jumlah bantuan dari provinsi

atau dari pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan Rp. 23.832.370.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 899.834.993.946,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.907.808.621,00
Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp. 914.742.802.567,00
b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 461.461.045.512,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.924.231.450,00
Jumlah belanja langsung
setelah perubahan Rp. 486.385.276.962,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 811.288.518.946,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 15.618.105.379,00)
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp. 795.670.413.567,00
b. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 11.630.380.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.074.085.000,00
Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 31.704.465.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.100.350.000,00
Jumlah belanja bantuan
sosial setelah perubahan Rp. 3.100.350.000,00




d. Belanja Bagi Hasil Kepada  Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
1. Semula Rp. 993.459.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 331.838.000,00)
Jumlah belanja bagi hasil kepada
provinsi/kab/kota dan pemerintahan
desa setelah perubahan Rp. 661.621.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
1. Semula Rp. 71.422.636.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.183.317.000,00
Jumlah belanja bantuan

keuangan setelah perubahan Rp. 75.605.953.000,00
f. Belanja tidak terduga
1. Semula Rp. 4.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.500.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 8.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai
1. Semula Rp. 27.185.098.200,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.758.489.159,00
Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 28.943.587.359,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 173.036.507.435,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.348.786.637,00
Jumlah belanja barang dan

jasa setelah perubahan Rp. 193.385.294.072,00
c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 261.239.439.877,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.816.955.654,00
Jumlah belanja modal
setelah perubahan Rp. 264.056.395.531,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan
1. Semula Rp. 136.211.125.332,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 27.778.324.170,00
Jumlah penerimaan

setelah perubahan Rp. 163.989.449.502,00
b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 13.802.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.566.734.414,00
Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 35.368.734.414,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp. 133.589.125.332,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.505.324.170,00
Jumlah SiLPA tahun anggaran
setelah perubahan Rp. 160.094.449.502,00




(3)

(1)

(2)

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
1. Semula Rp. 210.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.273.000.000,00
Jumlah penerimaan kembali

setelah perubahan Rp. 1.483.000.000,00
c. Penerimaan Hasil Penarikan Asset Management Unit dan Cadangan Tujuan
1. Semula Rp. 2.412.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan kembali
setelah perubahan Rp. 2.412.000.000,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 7.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 21.916.734.414,00
Jumlah pembentukan dana

cadangan setelah perubahan Rp. 29.416.734.414,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula Rp. 6.092.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 350.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal
(investasi) pemerintah

daerah setelah perubahan Rp. 5.742.000.000,00
c. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 210.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman
daerah setelah perubahan Rp. 210.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

d. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

e. LampiranV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Lampiran VI = Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per
Jabatan;

g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.



Pasal 6
Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.
Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Nopember 2012

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO
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